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ABSTRAK : - Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta adanya 

perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat 

Pemerintah Pusat, terdapat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah 

tidak sesuai dan harus dilakukan pencabutan, sehingga perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 

1950, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 12 Tahun 2011 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, 

PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan 

PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2018, Perda Prov. Jateng No. 6 Tahun 2016. 

- Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta adanya perkembangan dinamika 

peraturan perundang-undangan lainnya ditingkat Pemerintah Pusat, terdapat 

beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dan 

harus dilakukan pencabutan, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi; dan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi. Sehubungan dengan hal 

tersebut Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

regulasi dan perlu dicabut. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. 

- Mencabut Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan 

Perhubungan Dan Telekomunikasi. 

- Mencabut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2013 tentang Retribusi 

Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi. 

 

 

 

 

 

 


